Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah
yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerabh;

bahwa kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip
demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan
akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Binjai, perlu segera melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, dan huruf ¢ perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun
2011 tentang Pajak Daerabh;

Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Binjai, Kabupaten Daerah
Tingkat Il Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat Il Deli Serdang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
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Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan
Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3395) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989
tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4858);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis
dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran
Daerah Kota Binjai Tahun 2009 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI

dan
WALIKOTA BINJAI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
DAERAH.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Binjai Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagai berikut :

a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan
sebesar 0,1 % (nol koma satu persen);

b. untuk NJOP di atas Rp. 1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 %
(nol koma dua persen).



2. Ketentuan Pasal 93 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 93 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 93

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2) Khusus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mulai berlaku pada
tanggal 1 Januari 2013.

Pasal Il

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
padatanggal 6 Desember 2011

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
padatanggal 6 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IQBAL PULUNGAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2011 NOMOR 13



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berhak
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan memungut Pajak Daerah
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di daerah harus ditetapkan dalam suatu
Peraturan Daerah yang mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, penetapan jenis Pajak Daerah
bersifat close list (daftar tutup), artinya di luar jenis Pajak Daerah yang ditetapkan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tidak dimungkinkan dilakukan pemungutan jenis pajak
lainnya. Pembatasan terhadap kewenangan Pemerintah Daerah untuk menetapkan jenis
pajak daerah baru bertujuan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia
usaha yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenubhi
kewajiban perpajakannya.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah, Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 memberi kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam
bidang perpajakan yaitu dengan memperluas basis Pajak Daerah dan memberikan
kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif.

Perluasan basis pajak tersebut meliputi perluasan cakupan dalam Pajak daerah dan
penambahan jenis pajak baru. Untuk penambahan jenis pajak daerah, ada 4 (empat) jenis
pajak baru untuk Kabupaten/Kota salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang merupakan pengalihan dari Pajak Pusat.

Khusus pengaturan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah

diatur dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, di

mana ditetapkan :

1. Besarnya Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10. 000.000,-
(sepuluh juta rupiah) (Pasal 58 ayat (4));

2. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,3 %
(nol koma tiga persen) (Pasal 61); dan

3. Khusus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mulai berlaku pada
tanggal 1 Januari 2014 (Pasal 93 ayat (2)).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, di mana daerah yang telah siap menerima Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan dari pusat ke daerah dapat melaksanakan pemungutannya sebelum 31
Desember 2013.

Mengingat besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan diperoleh, perlu segera
melaksanakan pemungutannya mulai tanggal 1 Januari 2013 dengan melakukan perubahan
terhadap Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yaitu
menyangkut Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak dan tarif Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan. Tujuan dilakukan perubahan terhadap Nilai Jual Objek Tidak
Kena Pajak dan tarif tersebut adalah agar Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan yang harus dibayar tidak akan memberatkan masyarakat sehingga
masyarakat tetap taat membayar pajak dan akhimya dapat meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah.



Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, sejalan dengan adanya peningkatan basis
pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif, diharapkan dapat meningkatkan
pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga Daerah semakin mampu membiayai sendiri
kebutuhan pengeluarannya dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan
serta dapat mengurangi ketergantungan Daerah terhadap dana alokasi dari Pemerintah
Pusat.

IIl. PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.

Pasal Il
Cukup jelas.
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